PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR “% TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA |
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 o

Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan =
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit ) 3
Pelaksana Teknis Latihan Kerja Industrz Pr 0v1r131 SR BN

Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan Latihan Kerja Industri Provinsi Kalim'aﬁian
Barat dipandang perlu melakukan evaluasz terhad&p S

Unit Pelaksana Teknis Latihan Ker_}a Industri- Promnsz T
Kalimantan Barat; -

bahwa  berdasarkan pertimbangén _ sebagalmama'
dimaksud dalam huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis =~ B
Latihan Kerja Industri Provinsi Kahmantan Barat yang'__ . | - &
telah dibentuk berdasarkan Peraiuran Gubernur Nomor =

70 Tahun 2017, perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan S@ba.gaim'aﬂa _': : .
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabuten =
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 tentang iR A
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas da:rz Fungsz"_' . SRR
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latﬂw.an Keaga-' e

Industri Provinsi Kalimantan Barat;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun . :
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o
Indonesia Nomor 1106); '

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentajig :
Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur . =
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lam'baran i\Eenara'
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang = .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 temang .
Cipta Kerja (Lembaran Negara - Republik Indonesia e
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara - Republik - o

Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114; - Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana  telah  diubah dengéﬁi- “Peraturan | o
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan =

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 -
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahaﬁ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6402)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 ’I‘ahun ?.,01’7 E .
tentang Pedoman Pembentukan dan . Klasifikasi Cabang B
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara' o

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45 1);
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8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 t{entang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah heberapakali dan teralkhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor _
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana
telah  diubah beberapakali dan terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang -

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 103"

Tahun 2016 fentang Kedudukan, Susunan Orgemzsam S
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja L
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita =~

84);

MEMUTUSKAN : e
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN'-"

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor'-”

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN - 2017 -
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ~ ORGANISASI,- =

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CUNIT

PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI S

KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susumm : I_ -
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan

Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat {Berita Daerah  Provinsi K&hmantanf "

Barat Tahun 2017 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak beziaku dangan”.'

ketentuan sebagai berikut :
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1. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja
Industri Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis

Latihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan
tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian; dan

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan

dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Industri
Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

oy

pada tanggal 21 ‘e TLoh
/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢

Diundangkan di Pontianak

S

pada tanggal 7% Tuoy cnn

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4+
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